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ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan serta untuk
pengamanan hak negara terkait dengan pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk
diangkut terus atau diangkut lanjut perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai angkut
terus atau angkut lanjut barang impor atau barang ekspor, serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang
Ekspor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Barang impor atau barang ekspor dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean
untuk diangkut terus atau diangkut lanjut. Pemasukan barang ke Kawasan Pabean, wajib
diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean berupa /nward Manifest. Barang impor atau barang
ekspor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.
Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean, wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean
berupa Outward Manifest.

Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain di Kawasan Bebas untuk diangkut
terus atau diangkut lanjut dan untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan
Bebas, Kawasan Bebas lainnya, atau tempat lain dalam Daerah pabean, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundan-gundangan mengenal tata laksana pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai. Angkut terus atau angkut lanjut barang impor
atau barang ekspor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau
kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Atau
Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan
Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan
Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010; dan

2. Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan
Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 133/PMK.04/2016,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.



